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PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap bangunan usaha di sempadan Pantai Teluk
Penyu Cilacap menurut PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 belum
terwujud dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyaknya bangunan-
bangunan usaha yang terdapat di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap yakni
sejumlah 36 bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana
tata ruang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap
bangunan usaha di sempadan Pantai Teluk Penyu masih belum maksimal yakni
karena aparat penegak hukum masih lambat dan tidak tegas dalam menangani
masalah tersebut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
Kabupaten Cilacap dan Pihak Satpol PP Kabupaten Cilacap sudah pernah
memberikan upaya penegakan hukum seperti memindahkan bangunan-bangunan
tersebut namun keberadaan bangunan-bangunan usaha tersebut menjamur kembali,
dan pada saat ini belum dilakukan penegakan kembali. Pihak DPUPR Kabupaten
Cilacap juga telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan, dan
kecamatan agar lebih teliti dalam memberikan izin untuk mendirikan bangunan.
Sedangkan pihak Satpol PP Kabupaten Cilacap saat ini masih terfokus pada
kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung Pantai Teluk Penyu Cilacap,

sehingga masyarakat masih belum tersosialisasikan terkait peraturan mengenai
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rencana tata ruang sebagaimana yang diatur dalam PERDA Kabupaten Cilacap

Nomor 1 Tahun 2021.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap maupun
Satpol PP Cilacap hendaknya memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat
pemilik bangunan-bangunan usaha yang berada di sempadan Pantai Teluk
Penyu Cilacap terkait peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Cilacap. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Cilacap maupun Satpol PP Cilacap perlu melakukan tindakan
preventif seperti pemasangan papan tanda bahwa tidak dibolehkannya
mendirikan bangunan di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap. Serta perlunya
melakukan tindakan represif terhadap bangunan-bangunan yang telah ada di
sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap yaitu seperti penggusuran ataupun
pemindahan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah.
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